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ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam badan legislatif merupakan aspek penting dalam
demokrasi Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan afirmasi kuota
30% keterwakilan perempuan. Di Kabupaten Magelang, fenomena rendahnya
keterwakilan perempuan di DPRD periode 2024-2029 menjadi problematika serius,
dimana dari 50 anggota dewan yang terpilih, hanya 5 orang perempuan (10%) yang
berhasil memperoleh kursi legislatif. Kondisi ini terjadi meskipun terdapat 217 caleg
perempuan yang berkompetisi dan mayoritas pemilih di Kabupaten Magelang adalah
perempuan (504.811 orang).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif
yang didukung data empiris. Sumber data primer diperoleh dari produk hukum seperti
perundang-undangan, SK DPR, dan SK KPU, sedangkan data sekunder berasal dari
literatur, jurnal, dan wawancara. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori
keterwakilan perempuan Anne Phillips yang membedakan politics of idea dan politics
of presence, serta konsep Maslahah Mursalah sebagai kerangka hukum Islam yang
menekankan kemaslahatan umum dalam pengambilan kebijakan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya keterwakilan perempuan berdampak
pada menurunnya sensitivitas kebijakan terhadap isu gender, berkurangnya legitimasi
demokrasi lokal, dan lemahnya kaderisasi politik perempuan. Dalam perspektif
Maslahah Mursalah, keterwakilan perempuan bukan sekedar pemenuhan kuota
administratif, melainkan keniscayaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang
berkelanjutan. Implementasi prinsip Maslahah Mursalah mengharuskan pendekatan
komprehensif meliputi penguatan kapasitas perempuan, perubahan budaya politik, dan
perlindungan hukum dalam proses pencalonan untuk mencapai representasi politik
yang inklusif dan bermakna.

Kata Kunci : Keterwakilan, Perempuan, Legislasi



ABSTRACT

Women's representation in legislative bodies is a crucial aspect of Indonesian
democracy, particularly in the context of implementing the affirmative action policy of
a 30% quota for women's representation. In Magelang Regency, the low representation
of women in the Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2024-2029
period is a serious problem. Of the 50 elected council members, only 5 women (10%)
secured legislative seats. This situation occurred despite 217 female candidates
competing and the majority of Magelang Regency voters (504,811) being women.

This research uses a qualitative method with a juridical-normative approach supported
by empirical data. Primary data sources were obtained from legal documents such as
legislation, DPR decrees, and KPU decrees, while secondary data came from
literature, journals, and interviews. The analysis was conducted by integrating Anne
Phillips' theory of women's representation, which distinguishes between the politics of
ideas and the politics of presence, with the concept of Maslahah Mursalah, an Islamic
legal framework that emphasizes the public interest in political policymaking.

The results show that the lack of women's representation results in a decrease in policy
sensitivity to gender issues, diminished local democratic legitimacy, and weakened
women's political cadre formation. From the Maslahah Mursalah perspective,
women's representation is not merely about fulfilling administrative quotas but is
essential for realizing sustainable public interest. Implementing the Maslahah
Mursalah principle requires a comprehensive approach encompassing strengthening
women's capacity, changing political culture, and legal protection in the nomination
process to achieve inclusive and meaningful political representation.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai institusi politik demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat
penting bagi negara demokrasi terutama di Indonesia. Partai politik merupakan
sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang di mana melalui partai politik kita
sebagai rakyat dan warga negara dapat menyampaikan aspirasi dan kehendaknya
melalui sarana partai politik. Oleh karena itu partai politik memiliki peran yang
sangat penting bagi demokrasi di Indonesia. Mengingat Indonesia terdiri dari
berbagai macam suku, bangsa, ras, dan budaya, oleh karena itu partai politik sangat

dibutuhkan untuk menjamin tersampaikannya aspirasi dan kehendak rakyat.

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Partai Politik
menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.! Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok
yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-

cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan

! Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik



merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.?

Partai politik memainkan peran penting dalam politik, dan tidak dapat disangkal
bahwa partisipasi masyarakat dalam politik sangat berpengaruh. Ketelibatan
masyarakat dalam kehidupan politik, baik secara kelompok maupun individu,
menjadi tolak ukur untuk kemajuan demokrasi suatu negara. Dipercaya bahwa
semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam politik semakin tinggi kedaulatan

rakyat.

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena
memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-
fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan,
mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk
memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan
umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang
umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-
calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye

dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan

2, Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar [lmu Politik , (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm.403-404.



oleh partai politik i1alah melaksanakan fungsi pemerintahan (legistlatif ataupun

eksekutif)?

Dalam dunia politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Semua mempunyai hak politik, bahkan sampai dalam medan peperangan.*Adanya
pemikiran budaya patriarki yang masih ada sampai saat ini dan pemikiran
bahwasanya wilayah public diperuntukkan bagi kaum laki-laki.Inilah yang
membuat para perempuan menjadi tidak percaya diri dan tidak tertarik lagi untuk
mengikuti politik. Perempuan memiliki akses untuk berpartisipasi didunia publik,
seperti halnya laki-laki yang mendapatkan peluang lebih besar untuk berpartisipasi

membantu istri di ranah domestik.>

Affirmative action adalah sebuah kebijakan yang bertujuan agar suatu
kelompok tertentu bisa mendapatkan kesempatan yang sepadan dengan kelompok
lain dalam bidang yang sama.Pada lingkungan politik,affirmative action bertujuan
guna mendorong jumlah keterwakilan kaum perempuan pada lembaga legislatif.

Perempuan sebagai kelompok yang terabaikan kepentingannya, harus terlibat

3 Labolo, Muhadam, And Teguh Ilham. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di
Indonesia. Rajawali Pers, 2015.hlm.11.

* Fatmawati . “ Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis .” Jurnal Al - Maiyyah 8,No.2
(2015) : hlm.263.

SNila Sastrawat l. Laki - Laki Dan Perempuan Yang Berbeda Analisis Gender Dan Politik
Perspektif Post - Feminisme (Gowa: Alauddin Univ Ersity Press, 2013) : him.94.



langsung dalam politik untuk memperjuangkan kepentingan dan haknya sebagai

perempuan dalam proses pembuatan kebijakan.®

Karena perempuan adalah komponen yang dominan dalam politik, penting
untuk memperhatikan kepentingan perempuan dalam politik. Hubungan antara
perempuan dan politik dapat ditemukan di banyak tempat, mulai dari lingkungan
rumah tangga suami dan istri hingga tatanan masyarakat secara keseluruhan. Maka
dari itu Perempuan diberikan hak untuk maju sebagai anggota legislative dengan

kuota 30% dalam setiap partai politik.

“Upaya meyuarakakan keterwakilan Perempuan dalam ajang politik,
dapat kita lihat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2)
mengenai partai politik yang berbunyi “Pendirian dan pembentukan Partai
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh
perseratus) keterwakilan perempuan.”’

Ketimpangan jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif, kini
mendapat perhatian lebih ketika kebijakan affirmasi terhadap perempuan dalam
bidang politik telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan
dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam
mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor

12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “Setiap Partai

® Anna Margret, Dkk. Menyoal Data Representasi Perempuan Di Lima Ranah .(Depok: Cakra
Wikara Indonesia. 2018): him.16.
7 Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2.Tahun 2011 Tentang Partai Politik



Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.8

Meskipun kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan telah diatur
dalam UU No. 12 Tahun 2003, implementasinya belum optimal. Perubahan
regulasi melalui UU No. 8 Tahun 2012° tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD memperkuat ketentuan tersebut dengan mewajibkan partai politik
memenuhi kuota 30% calon perempuan di setiap daerah pemilihan (Pasal 53 ayat
2). Namun, aturan ini masih bersifat "perhatikan" (soft quota), sehingga tidak ada
sanksi tegas bagi partai yang tidak memenuhinya. Baru pada UU No. 7 Tahun
2017'° tentang Pemilu, pemerintah memperketat kebijakan afirmasi dengan
mewajibkan setiap 3 bakal calon (baik di DPR, DPRD Provinsi, maupun
Kabupaten/Kota) minimal terdapat 1 perempuan (Pasal 245 ayat 1). Selain itu,
posisi caleg perempuan harus ditempatkan secara berurutan (tidak boleh semua di

nomor bawah) untuk meningkatkan peluang terpilih (Pasal 246).

Hasil pemilu 2019, jumlah anggota perempuan DPR RI naik 22% dari
periode sebelumnya. Periode 2014-2019 jumlah kursi perempuan d DPR RI hanya

97 kursi, sementara pada periode 2019-2024 naik menjadi 118 kursi.!! Hal tersebut

8 Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, Dan DPRD
® UU Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, Dan DPRD

10 UU Noomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1 DPR RI



juga menandakan adanya peningkatan jumlah Perempuan di parleman. Pada
pemilu 2019 ini juga, posisi strategis di DPR RI di isi oleh seorang perempuan dan
4 wakilnya adalah laki-laki. Akan tetapi hal tersebut belum juga memenuhi kuota

keterwakilan yaitu 30%.

Kendati demikian hingga hari ini praktik di lapangan aturan kuota 30
persen, masih dipandang sebatas pemenuhan syarat administratif pemilu, belum
sampai pada mendudukkan perempuan di parlemen dengan jumlah minimal 30
persen.'? Hal tersebut juga terjadi di DPRD Kab Magelang walapun pada saat
pencalonan persentase keterwakilan perempuan melebihi 30% dan terus
meningkat setiap periodenya akan tetapi belum bisa mewujudkan peningkatan
keterwakilannya di DPRD Kab Magelang. Dapat dilihat pada periode 2014-2019
jumlah anggota DPRD Perempuan mencapai 7 orang atau sama dengan 14%. Pada
periode 2019-2024 jumlah anggota DPRD Perempuan adalah 7 orang atau jika di

presentasekan 14%. Hal ini mengalami statistic penurunan.

Akan tetapi pada kenyataanya penerapan kuota 30% terhadap Perempuan
tidak memenuhi kuota keberadaan Perempuan dalam parlemen, khususnya di
DPRD Kabupaten Magelang. Pada pemilihan tahun 2024 kemarin telah

menetapkan 50 caleg terpilih Anggota DPRD Kabupaten Magelang pada Rapat

12 Ani Soetjipto, Politik Harapan. (Tangerang: Marjin Kiri 2011) hal 73



Pleno Terbuka Penetapan Kursi dan Caleg Terpilih anggota DPRD Kabupaten

Magelang periode 2024-2029.

Dari lima puluh anggota dewan yang terpilih keterwakilan caleg
perempuan yang terpilih hanya 5 orang saja atau sekitar 10 persen saja. Dalam
kontestasi pemilu tahun 2024 yang lalu, ada 217 caleg perempuan yang bertarung
dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 untuk memperebutkan kursi di DPRD
Kabupaten Magelang. Namun hanya 5 orang saja yang berhasil terpilih sebagai
anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2024-2029. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa ketentuan kuota 30% keterwakilan Perempuan belum

diimplementasikan secara maksimal di DPRD Kabupaten Magelang.

Sangat disayangkan memang bila melihat jumlah pemilih di Kabupaten
Magelang mayoritas adalah perempuan dengan jumlah pemilih 504.811 orang
hanya mampu mewakilkan lima (5) orang di parlemen. Ini menandakan bahwa
belum semuanya pemilih perempuan yang ada di Kabupaten Magelang memilih

caleg perempuan.

Masuknya Perempuan kedalam politik yang dimana telah lama
terrekonstruksi secara patriarki adalah faktor utama yang menjadi hambatan bagi
Perempuan untuk berkiprah di dunia politik terutama dalam perebutan kursi
parlemen. Hal tersebut perlu adanya penyaringan atau pengkaderan caleg
perempuan Dalam hal ini perlu adanya dorongan dari sudut pandang teori islam

dalam hal ini akan di kaji dari sudut pandang teori Maslahah Mursalah



Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis problematika keterwakilan Perempuan di Badan
legislative Kabupaten Magelang periode tahun 2024-2029 dalam pemenuhan
ketentuan kuota 30%. keterwakilan Perempuan dan juga kendala-kendala dalam
pemenuhan kuota tersebut dan di tinjau dari sudut pandang Maslahah Mursalah.
Dengan Judul Keterwakilan Perempuan Pada DPRD Kabupaten Magelang

Menurut Maslahah Mursalah

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Mengapa keterwakilan Perempuan pada Badan Legislatif Kabupaten
Magelang periode tahun 2024-2029 rendah ?

2. Bagaimana dampak minimnya keterwakilan Perempuan pada badan
legislative Kabupaten Magelang ?

3. Bagaimana pandangan Maslahah Mursalah terhadap keterwakilan
Perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Mengenai tujuan dari penulisan penelitian ini akan di uraikan sebagai

berikut:



a. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
sulitnya perempuan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten
Magelang periode 2024-2029.

b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak dari minimnya
keterwakilan perempuan di parlemen terhadap perkembangan
kebijakan dan kesetaraan gender.

c. Untuk menganalisis dan mengkaji fenomena minimnya keterpilihan
perempuan dalam politik dari perspektif Maslahah Mursalah dalam
upaya mencapai kemaslahatan umat.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian mengenai Keterwakilan Perempuan pada badan legislatif

Kabupaten Magelang menurut Maslahah Mursalah ini memiliki beberapa

kegunaan , diantaranya adalah :

a. Sebagai sumber referensi bagi para akademisi dan peneliti dalam
mengkaji persoalan keterwakilan Perempuan pada badan legislative
kabupaten magelang serta untuk melengkapi pengetahuan dan
pemahaman implikasi mengenai kesetaraan gender. Dan menambah
wawasan terkait nilai-nilai Maslahah Mursalah yang relevan dalam
konteks keterwakilan Perempuan.

b. Sebagai penduan bagi Masyarakat untuk memahami hak hak
keterwakilan Perempuan pada pemerintahan sesuai dengan hukum dan

konstitusi yang berlaku serta pandangan islam.
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c. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam politik dan
pemerintahan menjadi permasalahan dan isu yang sampai saat ini masih
menjadi perhatian. Meskipun masyarakat indonesia telah diberi jaminan
dengan adanya uu no 2 tahun 2011 pasal 2 mengenai keterwakilan
perempuan. Pada kenyataanya belum mampu melindungi hak-hak
perempuan Ada berbagai hal yang dapat dianalisis dan dibahas terkait
problematika yang terus menjadi isu sosial dan hukum di Indonesia.
Dengan melihat pada analisis, karya-karya dan tulisan para penulis.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang membahas
mengenai dunia politik sudah sangat banyak terutama mengenai peran perempuan
dalam dunia politik. Namun, untuk mengetahui bagaimana posisi penyusun dalam
melakukan penelitian ini maka penyusun berusaha melakukan review terhadap

literatur jurnal yang memiliki kaitan mengenai objek penelitian ini, diantaranya :

Pertama Penelitian karya Andi Ayu Ambarwati pada tahun 2021 yang berjudul
“Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten

Bulukumba'®” dalam skripsi tersebut fokus membahas mengenai pelaksanaan

13 Ambarwati, Andi Ayu. Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten
Bulukumba Women's Representation In The Legislature In Bulukumba Regency. Diss. Skripsi
Universitas Hasanuddin, 2022.
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pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten

Bulukumba dan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Kedua penelitian yang diakukan pada tahun 2017 dengan judul “Keterwakilan
perempuan dalam politik di Indonesia: Studi tentang perolehan suara perempuan
partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2014 oleh Rizqi Abdurrahman
Masykur. Berdasarkan penelitian ini berfokus untuk menjelaskan kondidi umum
perolehan suara Perempuan pada pemiliu 2014 di dki Jakarta serta bagaimana
political will dari partai PPP kaitannya dengan affirmative action pada pemilu

DPRD DKI Jakarta tahun 2014.

Ketiga adalah oleh Dessy Ramadhani dan Dian Eka Rahmawati dengan judul
“Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di
Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman!'>”
dalam karyanya menjelaskan modal yang dimiliki caleg perempuan di tengah

politik patriarkhi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dengan fokus analisis pada

kasus Kabupaten Sleman pada 2019.

Keempat tesis yang berjudul “Muslimat Dalam Kancah Politik (Studi Pada

Affirmative action Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi

14 Masykur, Rizqi Abdurrahman. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia: Studi
Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai Ppp Di Provinsi Dki Jakarta Pada Pemilu 2014. Bs Thesis.
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah, 2017.

15 Ramadhany, Dessy, And Dian Eka Rahmawati. "Modal Caleg Perempuan Dan Politik
Patriarkhi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia: Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 Di
Kabupaten Sleman." Jispo Jurnal llmu Sosial Dan IImu Politik 10.1 (2020): hlm 39-62.
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Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)” dalam penelitian tersebut Fajar
Arum Hasanah menjelaskan bagaimana partisipasi kaum muslimat dalam partai
politik provinsi DIY dan bagaimana kualitas anggota legislatif perempuan dengan

adanya kuota 30% perempuan pada affirmative action.'¢
E. Kerangka Teori

Perubahan zaman, dimana tuntutan kehidupan yang semakin besar, maka
perempuan mulai dilibatkan untuk ikut dalam proses pembangunan. Semua ini
diwujudkan dalam bentuk keberadaan perempuan yang disejajarkan kemampuan
intlektualnya dengan laki-laki. Perempuan tidak lagi dipandang terbelakang dari
kelompok masyarakat dimana sebelumnya perempuan hanya memiliki hak untuk
mengurusi rumah tangga saja.!” Maka dari itu ada beberapa teori yang digunakan

oleh penulis yaitu :

1. Teori keterwakilan Perempuan
Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri atas dua
bentuk yakni: potitics of idea (politik ide) dan potitics of presence (politik
kehadiran). Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada

saat ini berasal dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang

16 Fajar Arum Khasanah, “Muslimat dalam Kancah Politik (Studi Pada Affirmative Action
Terhadap Anggota Parlemen Perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-
2019)”, Tesis, Yogyakarta: Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

17 Badan Penelitian Dan Pengembngan Hukum Dan Ham, Evaluasi Faktorfaktor Yang
Mempengaruhi Perempuan Dalam Meniti Karir, (Departemen Hukum Dan Ham R.12008),. him. 73
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dimaksud adalah bentuk keterwakilan di mana para wakil politik ada
dengan mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang
diwakilkannya.

Teori The Politics of Presence karya Anne Phillips menjadi sangat
relevan untuk menganalisis kedua rumusan masalah dalam penelitian ini.
Pertama, teori ini secara langsung menjawab pertanyaan mengenai faktor-
faktor penyebab minimnya keterwakilan (Rumusan Masalah 1) . Kedua,
teori ini memberikan lensa kritis untuk memahami dampak dari
rendahnya keterwakilan tersebut (Rumusan Masalah 2)

2. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu kata maslahah dan
mursalah. Maslahah artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau
terlepas dari ketakutan. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya
terlepas dan bebas. Maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan
yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.!®

Imam al-Syatibi dalam kitabnya al/-Muwafagad menjelaskan secara
konkret mengenai ukuran dari kemaslahatan yang telah dijelaskan oleh
Imam al-Ghazali di dalam al-Mustasfa. Selain kedua ulama klasik di atas
ulama kontemporer seperti Abdul Wahab Khalaf dan Abu Zahrah juga

ikut menjelaskan tentang kemaslahatan, yang apabila disimpulkan semua

18 Sapiudin Shidiq, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 88.
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pendapat para ulama tersebut mengacu kepada persyaratan kemaslahatan
yang harus memenuhi diantaranya:

a. Kemaslahatan harus sesuai dengan maqashid al-syariah, dalil-dalil
kulli dan dalil qoth’1 baik wurud maupun dalalahnya.

b. Kemaslahatan harus meyakinkan, dengan menggunakan penelitian
yang akurat sehingga tidak menimbulkan keraguan bahwa hal tersebut
dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan.

c. Kemaslahatan harus membawa kemudahan dan tidak mendatangkan
kesulitan.

d. Kemaslahatan memberikan manfaat kepada sebagian besar
masyarakat bukan kepada sebagaian kecil masyarakat.'’

Teori Maslahah Mursalah ini menjadi relevan untuk menganalisis pada

(Rumusan masalah 3) karena teori tersebut dapat menjawab dan

menganalisis keterwakilan perempuan dari sudut Maslahah Mursalah

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir, metode menjadi bagian terpenting untuk
mencapai tujuan dari apa yang diteliti oleh penyusun. Dalam menyusun skripsi ini,

penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut

Y H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), him. 29-30.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal. Penelitian sosiolegal
dikenal juga sebagai penelitian nondoktrinal. Penelitian nondoktrinal
menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan
sebagai proposisi umum. Penelitian nondoktrinal mencari pola-pola keajegan
atau pola-pola hubungan (korelasi atau kausal) antara berbagai gejala yang

memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan.?°
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang
dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum
yang ada dan berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris
merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi ketentuan
hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

terjadi dalam masyarakat.
3. Sumber data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan

dua jenis data :

20 Spoetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Konsep dan Metode, (Malang: Setara Press, 2013),
him. 120.
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a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara, dan
dokumentasi terhadap anggota DPRD, Pengurus partai. dan sumber-
sumber terkait observasi dengan mengamati secara langsung fakta yang
ada dimasyarakat.

b. Data sekunder, yaitu menggunakan sumber literatur yang ada mengenai
keterwakilan Perempuan baik berupa UU Pemilu lama UU Nomor 12
Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, Dan DPRD, UU No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, SK KPU, SK DPR, dll. Ditambah dengan

literatur jurnal, buku, dll.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan Menyusun sistematika pembahasa penulis menggunakan
sistematika yang diawali dengan pembuka dan diakhiri dengan penutup Adapun

isi dari sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan mengenai hal hal diatas yang mencakup latar
belakang masalah, rumsan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahatentang pengembangan penjabaran lebih lanjut
mengenai masalah yang diangkat dari sub bab teoritik dalam hal ini penulis akan
menjelaskan mengenai menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai teori teori

yang di pakai seperti teori Keterwakilan Perempuan, dan Teori Maslahah Mursalah
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Bab ketiga, bab ini memaparkan bagian-bagian yang umum . Yang meliputi
Perempuan dalam politik, kedudukan Perempuan dalam politik, DPRD kab
magelang, penerapan peraturan mengenai keterwakilan Perempuan dalam

Lembaga legislative

Bab keempat, adalah bab yang menguraikan mengenai analisis penelitian yang
merupakan gambaran dari keterwakilan Perempuan di kabupaten Magelang tahun
2024 dan apa saja faktor yang mempengaruhi dari pemilihan tersebut,serta analisis

mengenai persprektif Maslahah Mursalah

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari

kesimpulan dan saran.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Keterwakilan perempuan pada Badan Legislatif Kabupaten Magelang
periode 2024-2029 rendah disebabkan oleh kombinasi faktor kultural,
struktural, dan kelembagaan. Secara kultural, nilai-nilai patriarki yang kuat
di masyarakat Magelang menganggap politik sebagai domain laki-laki,
sehingga perempuan kurang mendapat dorongan dan mengalami stereotip
gender yang membatasi partisipasi mereka. Tekanan sosial untuk berperan
di ranah domestik juga menambah beban ganda bagi perempuan. Dari sisi
struktural, mekanisme rekrutmen dan seleksi calon legislatif oleh partai
politik masih patriarkis, dengan posisi perempuan sering ditempatkan pada
nomor urut kurang strategis dan daerah pemilihan yang kompetitif,
mengurangi peluang terpilih. Kebijakan afirmasi kuota 30% belum efektif
secara kualitatif karena hanya formalitas tanpa strategi penguatan kader
perempuan. Hambatan sistem biaya kampanye yang mahal dan kurangnya
pelatihan dan dukungan di dalam partai politik turut memperlemah daya
saing perempuan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi sehingga
menghasilkan rendahnya representasi perempuan di legislatif Magelang.

Minimnya keterwakilan perempuan berdampak pada berbagai aspek sosial,
kebijakan publik, dan demokrasi lokal. Sosialnya, isu-isu yang khusus

menyangkut perempuan dan kelompok rentan seperti kesejahteraan

83
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keluarga, kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan kekerasan berbasis
gender kurang diperhatikan, sehingga pelayanan publik menjadi kurang
merata dan sensitif gender. Dari sisi kebijakan publik, minimnya perempuan
menyebabkan peraturan dan alokasi anggaran cenderung bias gender,
memperkuat ketidaksetaraan dan marginalisasi perempuan. Dalam aspek
demokrasi, legitimasi badan legislatif melemah karena keterwakilan yang
tidak proporsional menciptakan alienasi politik bagi sebagian warga dan
menurunkan kualitas demokrasi lokal. Lebih jauh, minimnya perempuan
menghambat proses kaderisasi dan regenerasi politisi perempuan, karena
kurangnya contoh dan pelatihan politik bagi perempuan muda, sehingga
siklus rendahnya keterwakilan sulit diputus.

Menurut perspektif Maslahah Mursalah, prinsip kemaslahatan umum dalam
hukum Islam menjadi landasan normatif dan etis untuk mendukung
keterwakilan perempuan di legislatif. Keterlibatan perempuan bukan
sekadar pemenuhan kuota formal, melainkan upaya strategis untuk
mewujudkan kemanfaatan sosial secara luas dengan memasukkan
perspektif perempuan yang unik, khususnya dalam isu keluarga, kesehatan
reproduksi, perlindungan kekerasan gender, dan pemberdayaan kelompok
rentan. Minimnya keterwakilan perempuan berpotensi menimbulkan
mafsadah (kerusakan) berupa diskriminasi dan ketidakadilan dalam
kebijakan publik, yang bertentangan dengan prinsip Maslahah Mursalah

yang menuntut pencegahan kerugian dan pengupayaan maslahat. Oleh
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karena itu, diperlukan intervensi sistemik berupa pendidikan politik,
pelatihan kepemimpinan, perlindungan hukum, serta perubahan budaya
politik yang inklusif agar keterwakilan perempuan tidak hanya secara
kuantitatif tetapi juga kualitatif, mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan
masyarakat secara keseluruhan

B. Saran

1. Saran kepada Pemerintah

Pemerintah diharapkan memegang peran kunci dalam meningkatkan
keterwakilan perempuan secara lebih efektif dan substansial. Diperlukan
upaya untuk memperkuat implementasi kebijakan afirmasi 30%
keterwakilan perempuan, tidak hanya pada tataran administratif tetapi juga
dalam proses pencalonan yang benar-benar memperhatikan kualitas dan
posisi strategis calon perempuan. Pemerintah sebaiknya memperketat
pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap partai politik yang tidak
melaksanakan ketentuan afirmasi dengan sungguh-sungguh, termasuk
larangan menempatkan perempuan hanya pada nomor urut bukan strategi

atau daerah pemilihan yang sulit.

2. Saran kepada Masyarakat

Perubahan dalam tingkat representasi perempuan di legislatif harus dimulai

dari transformasi pola pikir dan budaya masyarakat. Masyarakat perlu
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diberikan edukasi mengenai manfaat keterwakilan perempuan dalam politik,
serta pengecualian stereotip gender yang menempatkan perempuan hanya
dalam tugas domestik. Lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan,
dan tokoh agama dapat berperan aktif menyelenggarakan diskusi, seminar,
dan pelatihan yang mendorong partisipasi politik perempuan. Keluarga juga
memiliki kontribusi yang signifikan dengan mendukung anggota-
anggotanya untuk berkarier di ranah publik, membagi tugas domestik secara

adil, dan mengapresiasi capaian perempuan dalam kepemimpinan.

. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti diharapkan terus mengembangkan kajian keterwakilan perempuan
melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner. Penelitian
selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas implementasi
kebijakan afirmasi, analisis peran aktor partai politik, serta menelaah
berbagai praktik baik dari wilayah lain di Indonesia. Penting untuk
melakukan penelitian kualitatif mengenai pengalaman pribadi calon dan
legislator perempuan, tantangan yang mereka hadapi, serta strategi bertahan

dan beradaptasi dalam sistem politik yang patriarkis.
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